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Research Objective: This study aims to discuss the hierarchy of law in 

Islamic banking. A recurring issue is the effectiveness of the legal 

hierarchy in the framework of Islamic banking, which sometimes does 

not function significantly, consequently impacting the effectiveness of 

the law in Islamic banking. An examination of the issues regarding 

Islamic banking regulations becomes a discourse that requires finding 

solutions. Method: The research employs library research, which is a 

method of acquiring data and information by utilizing available library 

resources such as books, journals, documents, historical records, or 

pure literature related to the research object to gain a deeper 

understanding of the hierarchy of law in Islamic banking using a 

thematic approach.Results: The findings of this research reveal that 

Islamic banking in Indonesia is grounded in two legal foundations, 

namely Islamic law and positive law, supported by government 

regulations. The hierarchy of law in Islamic banking comprises various 

forms, including laws, Bank Indonesia regulations, Financial Services 

Authority (OJK) regulations, and National Sharia Council (DSN) 

fatwas.

 

PENDAHULUAN  
Setiap kegiatan dalam hidup memerlukan aturan atau landasan untuk mengatur setiap sendi kehidupan, 

termasuk dalambidang ekonomi, Kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan manusia juga memerlukan landasan  

hukum  yang berguna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Hukum perbankan adalah aturan- aturan atau 

regulasi yang mengatur setiap aktivitas lembaga keuangan dan mencakup setiap aspek dalam kegiatan lembaga 

perbankan tersebut Perbankan sebagai sektor yang sangat vital serta memiliki peran yang sangat penting dalam 

roda perekonomian nasional, lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian 

tersebut. Hirarki hukum perbankan mengacu pada tatanan peraturan hukum dan regulasi yang mengatur industri 

perbankan. Hirarki ini menentukan tingkat kekuatan hukum dari berbagai peraturan yang berlaku dalam sektor 

perbankan. 

Hukum perbankan di Indonesia mengatur setiap lalu lintas perbankan yang ada di Indonesia. Hukum 

yang mengatur masalah yang berkaitan dengan perbankan disebut dengan Banking Law, yakni sekumpulan 

kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundangundangan, yurisprudensi, doktrin dan sumber hukum lainnya 

yang mengatur mengenai persoalan perbankan sebagai lembaga, dan setiap aspek kegiatan lembaga tersebut 

sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh suatu bank, perilaku  petugas-petugasnya,  hak,  kewajiban  
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tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Lembaga 

perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ruang lingkup perekonomian di Indonesia. 

Lembaga perbankan di Indonesia sendiri bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, 

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian. 

 

KAJIAN LITERATUR 
A. Hierarki Hukum 

Hierarki hukum dalam perbankan syariah di Indonesia menggambarkan struktur dan tingkatan peraturan 

yang mengatur operasional bank syariah. Hierarki ini menentukan urutan keberlakuan hukum, dari yang 

tertinggi hingga terendah, untuk memastikan bahwa semua praktik perbankan syariah selaras dengan prinsip-

prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah hierarki hukum dalam 

perbankan syariah di Indonesia: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 

menjadi fondasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk dalam sektor perbankan 

syariah. 

2. Undang-Undang: Terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan dan lembaga 

keuangan, termasuk perbankan syariah, seperti Undang-Undang tentang Perbankan yang juga mencakup 

ketentuan khusus mengenai bank syariah. 

3. Peraturan Pemerintah (PP): PP dikeluarkan untuk menjalankan undang-undang yang lebih spesifik. 

Dalam konteks perbankan syariah, PP bisa mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan tertentu dari 

ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. 

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI): Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dan 

kebijakan khusus yang mengatur tentang operasional dan tata kelola perbankan syariah, yang mencakup 

aspek keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. 

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di sektor 

keuangan, termasuk perbankan syariah, mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang 

pengawasan, tata kelola, dan aspek lainnya terkait operasional perbankan syariah. 

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Fatwa DSN-MUI berperan 

penting dalam menentukan praktik perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini 

menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan produk dan jasanya agar sesuai dengan syariah. 

7. Peraturan Internal Bank Syariah: Setiap bank syariah juga memiliki peraturan internal yang mengatur 

tentang operasional dan tata kelola intern bank tersebut. Peraturan internal ini harus selaras dengan 

semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip syariah. 

Hierarki hukum ini memastikan bahwa setiap aspek operasional perbankan syariah di Indonesia tidak 

hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga selaras dengan prinsip syariah. Ini juga 

menunjukkan upaya Indonesia dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem perbankan dan 

keuangan nasional. 

 

B. Hukum Perbankan Syariah diIndonesia 

Hukum perbankan syariah di Indonesia merupakan kumpulan peraturan dan ketentuan yang mengatur 

operasi bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kerangka hukum ini dirancang 

untuk memastikan bahwa semua kegiatan perbankan syariah, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit 

atau pembiayaan, hingga layanan jasa perbankan lainnya, dilaksanakan sesuai dengan syariah. Peraturan ini 

mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan, tata kelola, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbankan syariah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. 

Revisi ini memberikan ruang bagi eksistensi dan pengembangan bank syariah di Indonesia. Lebih lanjut, untuk 

memberikan landasan yang lebih kuat bagi operasional bank syariah, pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini menjadi landasan utama dalam operasional 

perbankan syariah di Indonesia, yang mengatur tentang pembentukan, kegiatan, hingga pengawasan bank 

syariah. 

 



 
                                       
  Vol. 2, No. 1 (Mar, 2024) 

ISSN :  3025-292X   Pp. 291-299 

293  

This is an open access article under the CC BY- SA license. 

Corresponding Author : Nurnasrina 
 

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di 

sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, memiliki peran penting dalam mengeluarkan peraturan-

peraturan pelaksana yang mendukung operasional dan pengembangan perbankan syariah. Beberapa peraturan 

tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang 

berkaitan dengan perbankan syariah. 

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memegang peranan kunci dalam 

menetapkan prinsip syariah yang harus diikuti oleh bank syariah melalui penerbitan fatwa. Fatwa-fatwa DSN-

MUI ini menjadi panduan bagi bank syariah dalam mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan 

syariah. Selain itu, setiap bank syariah juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas 

untuk memastikan bahwa semua operasional dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah. DPS ini 

bertanggung jawab langsung kepada DSN-MUI. Kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia dirancang 

untuk menciptakan sistem perbankan yang tidak hanya sehat dan kompetitif tapi juga sesuai dengan nilai-nilai 

syariah, menjamin keadilan, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). 

 

METODE  
Dalam mencari data dalam penelitian ini, digunakan penelitian kepustakaan, Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data Pustaka (Mahmud, 2011).  penelitian kepustakaan (library research) ialah 

penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di 

perpus seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang 

terkait dengan objek penelitian. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Pengertian, Fungsi dan Asas Kepastian Hukum 

1)  Pengertian Asas Kepastian Hukum: 

Secara Etimologi Hierarki berasal  dari  bahasa  Yunani, asal kata dari “Hierarches” yang berarti 

pemimpin atau imam Agung.SecaraTerminologi Hierarki bermakna suatu susunan hal (objek, nama, nilai, 

kategori) di  mana hal-hal  tersebut dikemukakan berada di atas, di bawah  atau  pada  tingkat  yang  sama  

dengan  yang  lainnya.Secara  Abstrak,  hierarki  yakni sebuah  kumpulan  yang  di  susun. efinisihukum  yakni  

peraturan  atau adat yangsecara resmi dianggap mengikat. Dikukuhkan oleh pemerintah, Undang-undang, 

peraturan  dan  sebagainya  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat.  Patokan(kaidah, ketentuan)  

mengenai  peristiwa  tertentu,  keputusan  (pertimbangan)  yang  ditetapkan  oleh hakim dalam pengadilan dan 

vonisnya. 

Secara Etimologi kata  hukum  berasal  dari  bahasa  Arab  yakni  “al-hukmu”  yang berarti putusan, 

ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Dalam bahasa latin hukum menurut etimologi, kita 

dapat melihat asal-usul kata "hukum." Kata "hukum" berasal dari bahasa Latin "lex" (jamak: "leges"), dan dalam 

bahasa Yunani, kata yang relevan adalah "nomos." Dalam bahasa Latin, "lex" merujuk pada peraturan atau 

undang-undang yang dikeluarkan oleh penguasa atau otoritas untuk mengatur tindakan individu dalam 

masyarakat. Sama halnya dalam bahasa Yunani, "nomos" merujuk pada aturan atau hukum yang mengatur 

perilaku masyarakat. Oleh karena itu, secara etimologis, hukum mengacu pada seperangkat peraturan atau 

norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. 

Asas kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum yang mengacu pada prinsip 

bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi oleh individu dan pihak yang terlibat dalam 

sistem hukum. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan efisiensi dalam suatu 

masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum(Julyano & Sulistyawan, 

2019): 

1. Jaminan Hukum (Legal Certainty): Asas kepastian hukum menekankan pentingnya adanya peraturan 

hukum yang jelas, tegas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus ditulis 

dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak ambigu, dan tidak bersifat samar. 

2. Pelaksanaan Hukum yang Konsisten: Hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil. Artinya, 

penegakan hukum harus dilakukan tanpa memihak dan tidak ada diskriminasi. Ketidakpastian dalam 

penerapan hukum dapat menciptakan ketidakadilan. 

3. Perlindungan Hak dan Kewajiban: Asas kepastian hukum melibatkan perlindungan terhadap hak-hak 

individu dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa individu harus tahu dengan pasti 
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apa yang dilarang dan diizinkan oleh hukum, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan 

bisnis mereka tanpa takut akan ketidakpastian hukum. 

4. Investasi dan Pembangunan Ekonomi: Asas kepastian hukum sangat penting dalam konteks ekonomi. 

Pengusaha, investor, dan perusahaan harus dapat merencanakan investasi dan bisnis mereka dengan 

keyakinan bahwa peraturan hulkulm tidak akan belrulbah selcara tiba-tiba, yang dapat belrdampak pada 

stabilitas elkonomi. 

5. Pelncelgahan Konflik Delngan hulkulm yang jellas dan dapat dipahami, konflik hulkulm dapat dicelgah ataul 

diminimalkan. Pihak-pihak yang telrlibat dalam pelrsellisihan dapat melngacul pada hulkulm selbagai peldoman 

ulntulk melnyellelsaikan masalah melrelka. 

6. Pelngelmbangan dan Pelrulbahan Hulkulm yang Telrelncana: Melskipuln asas kelpastian hulkulm melnelkankan 

stabilitas hulkulm, ini tidak belrarti bahwa hulkulm tidak bolelh belrulbah. Hulkulm dapat belrkelmbang dan 

belrulbah, teltapi pelrulbahan telrselbult haruls dilakulkan mellaluli prosels yang telrelncana dan transparan selhingga 

masyarakat dapat melmpelrsiapkan diri. 

7. Transparansi dan Akulntabilitas: Pelmelrintah dan lelmbaga hulkulm haruls transparan dalam prosels 

pelmbulatan hulkulm dan kelbijakan. Ini melncakulp keltelrbulkaan telrkait delngan pelmbulatan ulndang-ulndang, 

pelratulran, dan kelpultulsan pelnting lainnya, selrta pelrtanggulngjawaban dalam pellaksanaan hulkulm. 

Asas kelpastian hulkulm adalah prinsip fulndamelntal dalam hulkulm yang melngacul pada kelbultulhan akan 

keltelrtiban dan keljellasan dalam sistelm hulkulm. Prinsip ini melngharulskan bahwa hulkulm haruls ditullis delngan 

bahasa yang jellas, telgas, dan dapat dipahami, selhingga selmula individul, lelmbaga, dan pihak yang telrlibat dalam 

sistelm hulkulm dapat melngeltahuli hak dan kelwajiban melrelka delngan pasti. Kelpastian hulkulm melmbelrikan 

jaminan bahwa hulkulm akan ditelrapkan selcara konsisteln dan adil(Halilah & Arif, 2021). 

Fungsi Asas Kepastian Hukum: 

1. Melmbelrikan Peldoman: Asas kelpastian hulkulm melmbelrikan peldoman yang jellas bagi individul dan lelmbaga 

telntang apa yang diizinkan dan dilarang olelh hulkulm. Ini melmbantul masyarakat ulntulk melnghindari 

tindakan yang mellanggar hulkulm. 

2. Mellindulngi Hak Individul: Asas kelpastian hulkulm mellindulngi hak-hak individul delngan melmbelrikan melrelka 

pelrlindulngan telrhadap tindakan selwelnang-welnang dari pelmelrintah ataul pihak lain. Individul dapat melngacul 

pada hulkulm ulntulk mellindulngi hak-hak melrelka. 

3. Melnghindari Keltidakpastian: Kelpastian hulkulm melnghindari keltidakpastian dalam masyarakat. Hal ini 

melmbantul dalam pelrelncanaan dan pelngambilan kelpultulsan di belrbagai bidang, telrmasulk bisnis dan 

invelstasi. 

4. Melncelgah Konflik:Hulkulm yang jellas dan dapat dipahami melmbantul melncelgah konflik dan pelrsellisihan di 

masyarakat. Pihak-pihak yang telrlibat dalam transaksi ataul hulbulngan hulkulm dapat melruljulk pada hulkulm 

selbagai peldoman ulntulk melnyellelsaikan masalah. 

5. Melnjaga Keladilan: Kelpastian hulkulm melrulpakan salah satul ellelmeln pelnting dalam melnjaga keladilan. 

Delngan hulkulm yang jellas, pelnelgakan hulkulm dapat dilakulkan selcara konsisteln dan adil(Madiong & 

Amalia, 2022). 

Asas-Asas yang Berkaitan dengan Kepastian Hukum: 

Belbelrapa asas yang belrkaitan delngan kelpastian hulkulm mellipulti(Pratiwi, Purnawati, & Fauzi, 2016): 

1. Lelx Sulpelriori Delrogat Lelgi Infelriori: Asas ini melnyatakan bahwa hulkulm yang belrada di tingkat yang lelbih 

tinggi dalam hielrarki hulkulm akan melngalahkan hulkulm yang belrada di tingkat yang lelbih relndah jika 

telrdapat konflik. 

2. Non-reltroaktif: Hulkulm tidak bolelh ditelrapkan selcara reltroaktif (kel bellakang) ulntulk melrulgikan individul 

ataul lelmbaga. Ini belrarti hulkulm barul tidak dapat digulnakan ulntulk melnghulkulm tindakan yang dilakulkan 

selbellulm hulkulm telrselbult belrlakul. 

3. Prospelctivity: Hulkulm haruls belrlakul kel delpan (prospelktif), melmbelrikan individul dan lelmbaga waktul ulntulk 

melnyelsulaikan diri delngan pelrulbahan hulkulm. 

4. Keltelrbulkaan (Transparelncy): Prosels pelmbulatan hulkulm haruls transparan, selhingga masyarakat dapat 

melmahami bagaimana hulkulm dibulat dan diulbah. 

Asas kelpastian hulkulm melmiliki pelran yang pelnting dalam melnjaga stabilitas, keladilan , dan keltelrtiban 

dalam masyarakat selrta melndulkulng pelrkelmbangan elkonomi dan sosial yang selhat. Prinsip ini julga pelnting 

dalam melnjaga kelpelrcayaan masyarakat telrhadap sistelm hulkulm. 
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B. Hirarki Hukum Islam dan Hirarki Hukum di Indonesia 

Nelgara Relpulblik Indonelsia selbagai nelgara hulkulm artinya melniscayakan hulkulm melnjadi 

peldoman/landasan olelh pelmelrintah dalam melnjalankan pelmelrintahan nelgara. Nelgara Indonelsia adalah nelgara 

hulkulm, hal itul selsulai delngan pasal 1 ayat 3 Ulndang-Ulndang Dasar Relpulblik Indonelsia yang melnyatakan bahwa 

nelgara Indonelsia adalah nelgara hulkulm. Konselkulelnsi dari selbulah nelgara hulkulm adalah selgala kelwelnangan dan 

tindakan alat-alat pelrlelngkapan nelgara ataul pelngulasa haruls diatulr olelh hulkulm(Aziz, 2011). 

Melnulrult El.Ultrelcht, telrdapat dula macam pelngelrtian sulmbelr hulkulm (soulrcels of law), yaitul sulmbelr hulkulm 

dalam arti formal ataul formellel zelin (soulrcel of law in its formal selnsel) dan sulmbelr hulkulm dalam arti sulbstansial, 

matelrial ataul in matelriellel zin (soulrcel of law in its matelrial selnsel). Sulmbelr hulkulm dalam arti formal ialah 

telmpat formal dalam belntulk telrtullis dari mana sulatul kaeldah hulkulm diambil, seldangkan sulmbelr hulkulm dalam 

arti matelrial adalah telmpat dari mana norma itul belrasal, baik yang belrbelntulk telrtullis ataulpuln yang tidak 

telrtullis(Asshidiqie, 2006). 

Hirarki hulkulm adalah sistelm yang melngatulr dan melnelntulkan tingkat prioritas ataul otoritas pelratulran 

hulkulm dalam sulatul nelgara. Dalam hirarki hulkulm, pelratulran hulkulm ditelmpatkan dalam tingkat yang belrbelda 

belrdasarkan tingkat kelpelntingan ataul tingkat otoritasnya. Ini melmulngkinkan pelratulran hulkulm telrtelntul ulntulk 

melngatasi ataul melngelsampingkan pelratulran hulkulm lainnya jika telrdapat konflik ataul pelrtelntangan di antara 

melrelka. Hirarki hulkulm ulmulmnya telrdiri dari belbelrapa tingkatan, delngan tingkat telrtinggi melmiliki otoritas 

yang paling kulat. Dalam banyak nelgara, hirarki hulkulm ulmulmnya melncakulp tingkatan belrikult: 

1. Konstitulsi: Konstitulsi adalah hulkulm dasar ataul ulndang-ulndang dasar yang melmbelntulk landasan nelgara. 

Konstitulsi biasanya adalah hulkulm telrtinggi dalam hirarki hulkulm dan belrisi prinsip-prinsip dasar dan 

strulktulr pelmelrintahan nelgara. 

2. Ulndang-Ulndang (UlUl):Ulndang-Ulndang adalah pelratulran hulkulm yang dibulat olelh badan lelgislatif ataul 

parlelmeln. UlUl melmiliki kelduldulkan tinggi dalam hirarki hulkulm dan melngatulr belrbagai aspelk kelhidulpan 

masyarakat. 

3. Pelratulran Pelmelrintah (PP): Pelratulran Pelmelrintah adalah pelratulran yang dikellularkan olelh pelmelrintah 

selbagai pellaksanaan UlUl. PP melngatulr rincian pellaksanaan UlUl dan melmiliki kelkulatan hulkulm yang 

signifikan. 

4. Pelratulran Prelsideln (Pelrprels): Pelratulran Prelsideln dikellularkan olelh kelpala nelgara ataul kelpala pelmelrintahan 

selbagai pelrintah elkselkultif ulntulk melngatulr masalah telrtelntul yang melmelrlulkan pelrintah elkselkultif. 

5. Pelratulran Melntelri (Pelrmeln): Pelratulran Melntelri adalah pelratulran yang dikellularkan olelh melntelri ataul 

peljabat elkselkultif yang melmiliki kelwelnangan dalam bidang telrtelntul. Pelrmeln melngatulr masalah yang 

belrkaitan delngan bidang tulgas melntelri telrselbult. 

6. Pelratulran Daelrah (Pelrda): Pelratulran Daelrah dikellularkan olelh pelmelrintah daelrah (provinsi, kabulpateln, ataul 

kota) ulntulk melngatulr masalah yang belrada dalam lingkulp wilayah melrelka. Pelrda haruls selsulai delngan 

konstitulsi dan UlUl. 

7. Pelratulran Lelmbaga: Belbelrapa lelmbaga pelmelrintah ataul badan-badan telrtelntul dapat melngellularkan 

pelratulran yang melngatulr bidang-bidang telrtelntul selsulai delngan kelwelnangan yang dibelrikan kelpada melrelka 

olelh UlUl ataul PP. 

8. Pelrjanjian Intelrnasional: Dalam belbelrapa kasuls, pelrjanjian intelrnasional yang tellah diratifikasi olelh nelgara 

dapat melmiliki tingkat otoritas yang seltara delngan UlUl. Ini telrgantulng pada konstitulsi dan hulkulm domelstik 

nelgara telrselbult. 

Pelnting ulntulk dicatat bahwa dalam hirarki hulkulm, pelratulran hulkulm yang belrada di tingkat yang lelbih 

tinggi melmiliki otoritas yang lelbih kulat dan melngikat pelratulran hulkulm yang belrada di tingkat yang lelbih 

relndah. Jika ada konflik antara pelratulran hulkulm, pelratulran yang lelbih tinggi dalam hirarki akan 

melngelsampingkan pelratulran yang lelbih relndah. Hielrarki ini melmbantul melnjaga konsistelnsi, keltelrtiban, dan 

keladilan dalam sistelm hulkulm sulatul nelgara. 

 

1) Hirarki Hukum Islam 

Hirarki hulkulm dalam Islam adalah sistelm yang melngatulr tingkat otoritas dan prioritas belrbagai sulmbelr 

hulkulm Islam. Sistelm ini melnelntulkan tingkat kelpelntingan sulmbelr hulkulm dalam melnelntulkan hulkulm Islam dan 

bagaimana sulmbelr-sulmbelr telrselbult saling belrhulbulngan. Hirarki hulkulm Islam biasanya belrdasarkan pada 

prinsip-prinsip belrikult: 

1. Al-Qulran:Al-Qulran adalah sulmbelr hulkulm telrtinggi dalam Islam. Al-Qulr‟an itul ialah kitab sulci yang 

diwahyulkan olelh Allah s.w.t. kelpada Nabi Mulhammad s.a.w. selbagai rahmat dan peltulnjulk bagi manulsia 

dalam hidulp dan kelhidulpannya. Melnulrult harfiah, Qulr‟an itul bacaan. Adapuln delfinisi Qulr‟an, ialah: 
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“Kalam Allah s.w.t. yang diwahyulkan kelpada Nabi dan Rasull telrakhir Mulhammad s.a.w., selbagai mulkjizat, 

melmbacanya adalah ibadah(Razak, 1973). Olelh karelna itul, dalam hirarki hulkulm Islam, Al-Qulran melmiliki 

otoritas telrtinggi, dan tidak ada sulmbelr hulkulm yang dapat melngelsampingkan ataul melnggulgat keltelntulan 

Al-Qulran. 

2. Sulnnah (Hadis): Sulnnah adalah tindakan, ulcapan, dan pelrseltuljulan Nabi Mulhammad SAW. Hadis adalah 

relkaman telntang tindakan dan ulcapan Nabi yang melnjadi peldoman dalam melmahami dan melngaplikasikan 

Al-Qulran. Para ullama selpakat melngatakan bahwa sulnnah Rasullulllah saw dalam tiga belntulk diatas 

(fi‟liyyah, qaulliyyah, taqririyyah) melrulpakan sulmbelr asli dari hulkulm syara‟ dan melnelmpati ulrultan keldula 

seltellah al-Qulr‟an(Hasballah, 1976). Kelduldulkannya selbagai sulmbelr hulkulm selsuldah al-Qulr’an adalah 

diselbabkan karelna kelduldulkannya selbagai julrul tafsir, dan peldoman pellaksanaan yang otelntik telrhadapa al-

Qulr‟an. Ia melnafsirkan dan melnjellaskan keltelntulan yang masih dalam garis belsar ataul melmbatasi 

kelulmulman, ataul melnyulsulli apa yang diselbult olelh alQulr‟an. selbab itul dari satul selgi sulnnah melrulpakan 

sulmbelr hulkulm yang belrdiri selndiri selbab kadang-kadang melmbawa hulkulm yang tidak diselbult olelh al-

Qulr‟an, teltapi selgi lain, sulnnah tidak belrdiri selndiri, selbab keltelrikatannya telrhadap al-Qulr’an. 

3. Ijma' (Konselnsuls Ulmat): Ijma' adalah kelselpakatan ulmat Islam yang kompelteln dalam masalah hulkulm. Jika 

para ullama dan celndelkiawan Islam melncapai konselnsuls telntang sulatul masalah hulkulm, maka kelselpakatan 

ini melmiliki otoritas dalam Islam(Khumaini, 2018). 

4. Qiyas (Analogi): Qiyas adalah meltodel yang digulnakan ulntulk melnelntulkan hulkulm dalam situlasi di mana 

tidak ada ruljulkan langsulng dalam Al-Qulran ataul Sulnnah. Ini mellibatkan melnganalogikan situlasi barul 

delngan yang suldah ada dalam sulmbelr-sulmbelr hulkulm Islam yang tellah ada. 

5. Istihab (Prelsulmsi Belrlanjult): Istihab adalah prinsip yang digulnakan keltika tidak ada bulkti yang jellas 

telntang pelrulbahan dalam hulkulm. Dalam hal ini, hulkulm yang ada selbellulmnya dianggap belrlakul telruls, 

kelculali ada bulkti yang melnulnjulkkan pelrulbahan. 

6. Istislah (Kelpelntingan Ulmulm): Istislah adalah pelrtimbangan kelpelntingan ulmulm dalam melnelntulkan hulkulm. 

Ini digulnakan keltika hulkulm yang ada mulngkin tidak melmadai ataul pelrlul dipelrbaruli ulntulk melngakomodasi 

kelpelntingan masyarakat. 

7. Ulrf (Kelbiasaan): Ulrf melngacul pada praktik-praktik sosial ataul kelbiasaan masyarakat yang dapat digulnakan 

selbagai dasar ulntulk melnelntulkan hulkulm, asalkan tidak belrtelntangan delngan prinsip-prinsip agama. 

Pelnting ulntulk dicatat bahwa ada pelrbeldaan dalam pelnelkanan pada sulmbelr-sulmbelr hulkulm ini di antara 

belrbagai mazhab ataul aliran pelmikiran dalam Islam. Belbelrapa mazhab mulngkin melmbelrikan otoritas yang 

belrbelda pada sulmbelr-sulmbelr hulkulm ini, teltapi selcara ulmulm, Al-Qulran dan Sulnnah dianggap selbagai sulmbelr 

hulkulm telrtinggi dalam Islam, selmelntara sulmbelr-sulmbelr lain digulnakan ulntulk melmahami dan melngaplikasikan 

hulkulm delngan lelbih deltail. 

 

2) Hirarki hukum di Indonesia 

Telori hielrarki Norma hulkulm dikelmulkakan olelh Hans Kellseln. Kellseln belrpelndapat bahwa Norma-Norma 

hulkulm itul belrjelnjang-jelnjang dan belrlapislapis dalam sulatul hielrarki tata sulsulnan, dimana sulatul Norma yang 

lelbih relndah belrlakul, belrsulmbelr dan belrdasar pada Norma yang lelbih tinggi lagi, delmikian seltelrulsnya Norma 

yang tidak dapat ditellulsulri lelbih lanjult dan belrsifat hipoteltis dan fiktif, yaitul Norma dasar (Grulndnorm). Norma 

dasar yang melrulpakan Norma telrtinggi dalam sistelm Norma telrselbult, tidak lagi dibelntulk olelh sulatul Norma 

yang lelbih tinggi lagi teltapi Norma itul diteltapkan telrlelbih dahullul olelh masyarakat selbagai Norma dasar yang 

melrulpakan gantulngan bagi Norma yang belrada dibawahnya(Ashiddiqie & Safa’at, 2006). 

Sistelm hielrarki yang dianult di Indonelsia belrmulla belrdasarkan pada telori stulfelntheloriel melngelnai jelnjang 

norma hulkulm yang dikelmulkakan olelh Hans Kellseln. Melnulrult telori Hans Kellseln, bahwa sulatul norma-norma 

hulkulm itul belrjelnjang-jelnjang dan belrlapis-lapis dalam sulatul hielrarki (tata sulsulnan), dalam arti norma yang 

lelbih relndah belrlakul, belrsulmbelr dan belrdasarkan pada norma yang lelbih tinggi, norma yang lelbih tinggi 

belrlakul, belrsulmbelr dan belrdasarkan pada norma yang lelbih tinggi lagi, delmikian seltelrulsnya sampai pada sulatul 

norma yang tidak dapat ditellulsulri lelbih lanjult dan belrsifat hipoteltis dan fiktif yaitul Norma dasar 

(Grulndnorm)(LS, 2006). 

Dalam Ulndang-Ulndang No. 12 Tahuln 2011 telntang Pelmbelntulkan Pelratulran Pelrulndang-ulndangan yang 

telrbarul, dalam Pasal 7 ayat (1) Jelnis dan hielrarki Pelratulran Pelrulndang-ulndangan telrdiri atas(Perundang-

Undangan, Undang-Undang Repulblik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratran, 

2014): 

1. Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. 

2. Kelteltapan Majellis Pelrmulsyawaratan Rakyat. 
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3. Ulndang-Ulndang/Pelratulran Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang. 

4. Pelratulran Pelmelrintah. 

5. Pelratulran Prelsideln. 

6. Pelratulran Daelrah Provinsi. 

7. Pelratulran Daelrah Kabulpateln/Kota. 

 

C. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia 

Bank syariah selcara yulridis normatif dan yulridis elmpiris diakuli kelbelradaannya di Nelgara Indonelsia. 

Pelngakulan selcara yulridis normatif telrcatat dalam pelratulran pelrulndang- ulndangan di Indonelsia, Seldangkan 

selcara yulridis elmpiris, bank syariah dibelri kelselmpatan dan pellulang yang baik ulntulk belrkelmbang di sellulrulh 

wilayah Indonelsia. Ulpaya intelnsif pelndirian bank syariah di Indonelsia dapat ditellulsulri seljak tahuln 1988, yaitul 

pada saat pelmelrintah melngellularkan Pakelt Kelbijakan Oktobelr (Pakto) yang melngatulr delrelgullasi indulstri 

pelrbankan di Indonelsia, dan para ullama waktul itul tellah belrulsaha melndirikan bank belbas bulnga(Mulhammad 

Syafi’i Antonio, 2006). 

Pelrbankan Syariah  lahir  karelna  dilarangnya  riba  dalam  Islam.  Kellahiran  lelmbaga kelulangan yang 

belbas bulnga, telrultama di nelgara-nelgara Mulslim tellah melmbelrikan dimelnsi barul  dalam bidang  

elkonomi(Sofiana, 2014).  Selcara  ulmulm  Pelrbankan Syariah  melrulpakan  sulatul  lelmbaga kelulangan  yang  

belrfulngsi  selbagai  organisasi  pelrantara  antara  yang  kellelbihan  dana  dan yang  kelkulrangan  dana  yang  

dalam  melnjalankan aktifitasnya  haruls  selsulai  delngan  prinsip-prinsip Islam. Pelrbankan syariah diIndonelsia 

melmilikidulalandasan hulkulmyaitul  sulmbelr  hulkulm  Islam dan sulmbelr  hulkulm  positif.Sulmbelr hulkulmIslam  

mellipulti sulmbelr  hulkulm  dan  dalil  hulkulmyang  diselpakati selpelrtiAl-Qulran, Hadits, qiyas, ijma’. Adapuln 

sulmbelr  hulkulm  positifmellipulti Ulndang-ulndang No 21Tahuln 2008  telntang Pelrbankan Syariahdan Ulndang-

Ulndang selbellulmnya.Sulmbelr  hulkulm  yang  dapat  dijadikan  selbagai  landasan  yulridis pelrbankan syariah di 

Indonelsia dapat diklasifikasikan pada dula aspelk yaitul hulkulm normatif dan hulkulrn positif yakni selbagai 

belrikult(Nabela, Nurnasrina, & Sunandar, 2023):  

1. Hulkulm Normatif  

Hulkulm Normatif belrarti landasan hulkulm yang belrsulmbelr pada normaIslam,yaitul Al-Qulran dan 

Hadits.Telrmasulk Fatwa Delwan Syariah Nasional MajellisUllama Indonelsia (DSN.MUlI)dan Kompilasi 

HulkulmElkonomiSyariah (KHElS). 

2. Hulkulm Positif 

 Hulkulm Positif belrarti  landasan  hulkulm  yang  belrsulmbelr  pada  ulndang-ulndang  telntang pelrbankan. 

Ulndang-UlndangBankIndonelsia.Pelratulran Bank Indonelsia  (PBI)  ataul landasan  hulkulm  lainnya  yang  

dapat  dikatelgorikan  selbagal  hulkulm  positif. 

Sellain  sulmbelr  hulkulm  yang  belrasal  dari  Islam,  selpelrti  yang  tellah  dijellaskan  di  atas. Pelrbankan  

syariah  syariah  selbagai  lelmbaga  pulblik,  kelbelradaan  pelrbankan  syariah  di Indonelsia selcara lelgal stateldan 

yulridis normatif ditopang olelh relgullasi pelmelrintah belrulpa:  

1. Pasal 33 Ulndang-ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia tahuln 1945. 

2. Ulndang-Ulndang   No7   Tahuln   1992   telntang   Pelrbankan   yang   melmpelrkelnalkan pelrbankan belbas 

bulnga yang dikelnal delngan bank delngan prinsip bagi hasil. 

3. Ulndang-Ulndang  No  10  Tahuln  1998  telntang  pelrulbahan  atas  Ulndang-Ulndang  No  7 Tahuln 1992  

telntang  Pelrbankan yang melmpelrkelnalkan konselp pelrbankan syariah dan melmpelrkelnankan dulal  banking  

systelm di  mana  bank  konvelnsional  bolelh  melmbulka ulnit ulsaha syariah dalam rangka melndorong 

pelrtulmbulhan pelrbankan syariah. 

4. Ulndang-Ulndang  No  23  Tahuln  2004  telntang  pelrulbahan  atas  Ulndang-Ulndang  No  23 Tahuln  1999  

telntang  Bank  Indonelsia  yang  melmbelrikan  kelwelnangan  kelpada  Bank Indonelsia ulntulk mellakulkan 

kelbijakan moneltelr belrdasarkan sistelm syariah. 

5. Ulndang-Ulndang No 3 Tahuln 2006 telntang Pelrulbahan atas Ulndang-Ulndang No 7 1989 tntang  Pelradilan  

Agama  yang  melmbelrikan  kelwelnangan  absolult  kelpada  Pelradilan Agama ulntulk melngadili pelrkara-

pelrkara di bidang selngkelta elkonomi syariah. 

6. Ulndang-Ulndang  No  21  Tahuln  2008  telntang  Pelrbankan  Syariah  yang melmbelrikan payulng hulkulm 

selcara ultulh telrhadappelrbankan syariah di Indonelsia(Sunandar, 2023). 

Hulbulngan yang belrsifat akomodatif antara masyarakat mulslim delngan pelmelrintah tellah melmulncullkan 

lelmbaga kelulangan (bank syariah) yang dapat mellayani transaksi kelgiatan delngan belbas bulnga. Kelhadiran bank 

syariah pada pelrkelmbangannya tellah melndapat pelngatulran dalam sistelm pelrbankan nasional. Pada tahuln 1990, 

telrdapat relkomelndasi dari MUlI ulntulk melndirikan bank syariah, tahuln 1992 dikellularkannya Ulndang- Ulndang 
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Nomor 7 tahuln 1992 telntang pelrbankan yang melngatulr bulnga dan bagi hasil. Dikellularkan Ulndang - Ulndang 

Nomor 10 Tahuln 1998 yang melngatulr bank belropelrasi selcara ganda (dulal systelm bank), dikellularkan UlUl No. 23 

Tahuln 1999 yang melngatulr kelbijakan moneltelr yang didasarkan prinsip syariah, kelmuldian dikellularkan Pelratulran 

Bank Indonelsia tahuln 2001 yang melngatulr kellelmbagaan dan kelgiatan opelrasional belrdasarkan prinsip syariah, 

dan pada tahuln 2008 dikellularkan UlUl No. 21 Tahuln 2008 telntang pelrbankan syariah.7 Pelngatulran (relgullasi) 

pelrbankan syariah belrtuljulan ulntulk melnjamin kelpastian hulkulm bagi stakelholdelr dan melmbelrikan kelyakinan 

kelpada masyarakat lulas dalam melnggulnakan produlk dan jasa bank syariah. 

Ulndang-Ulndang Nomor 21 Tahuln 2008 telntang Pelrbankan Syariah adalah ulndang-ulndang yang 

melngatulr sistelm pelrbankan belrbasis syariah di Indonelsia. Ulndang-Ulndang ini dibelrlakulkan ulntulk melmbelrikan 

kelrangka kelrja yang jellas ulntulk pelngelmbangan dan pelngawasan pelrbankan syariah di nelgara ini(Hidayat & 

Surahman, 2017). Belrikult adalah belbelrapa poin pelnting dalam Ulndang-Ulndang No. 21 Tahuln 2008 telntang 

Pelrbankan Syariah: 

1. Pelndirian Bank Syariah: Ulndang-Ulndang ini melngatulr pelrsyaratan dan proseldulr pelndirian bank syariah di 

Indonelsia. Bank syariah adalah lelmbaga pelrbankan yang belropelrasi selsulai delngan prinsip-prinsip syariah 

ataul hulkulm Islam. 

2. Pelngawasan dan Pelngatulran: Ulndang-Ulndang ini melmbelrikan welwelnang kelpada Bank Indonelsia dan 

Otoritas Jasa Kelulangan (OJK) ulntulk melngawasi dan melngatulr pelrbankan syariah di Indonelsia. Ini 

melncakulp pelngawasan telrhadap modal, likuliditas, risiko, dan tata kellola pelrbankan syariah. 

3. Pelrizinan: Ulndang-Ulndang ini melngatulr pelrsyaratan dan proseldulr pelmbelrian izin opelrasional kelpada bank 

syariah. Bank syariah haruls melmelnulhi pelrsyaratan telrtelntul ulntulk melndapatkan izin opelrasional dari 

otoritas yang belrwelnang. 

4. Manajelmeln Risiko Syariah: Ulndang-Ulndang ini melnelkankan pelntingnya manajelmeln risiko syariah yang 

elfelktif dalam opelrasi bank syariah. Bank syariah diwajibkan ulntulk melmiliki melkanismel pelngelndalian 

risiko yang selsulai delngan prinsip-prinsip syariah. 

5. Kelulangan dan Akulntansi Syariah: Ulndang-Ulndang ini melngatulr prinsip-prinsip akulntansi syariah yang 

haruls diikulti olelh bank syariah dalam pelnyulsulnan laporan kelulangan dan pellaporan. 

6. Pelmbiayaan Syariah: Ulndang-Ulndang ini melngatulr jelnis-jelnis pelmbiayaan syariah yang dapat dilakulkan 

olelh bank syariah, telrmasulk muldharabah, mulsharakah, mulrabahah, dan lain-lain. 

7. Kelpatulhan Syariah: Bank syariah diwajibkan ulntulk melmiliki ulnit kelpala yang belrtanggulng jawab atas 

masalah-masalah syariah dan ulntulk melmastikan bahwa opelrasi melrelka selsulai delngan prinsip-prinsip 

syariah. 

8. Pelrlindulngan Konsulmeln: Ulndang-Ulndang ini melncakulp keltelntulan-keltelntulan yang mellindulngi hak-hak 

konsulmeln yang melnggulnakan layanan pelrbankan syariah. 

9. Sanksi: Ulndang-Ulndang ini julga melncakulp keltelntulan melngelnai sanksi ataul tindakan yang dapat diambil 

telrhadap bank syariah yang mellanggar keltelntulan-keltelntulan hulkulm yang ada. 

 

KESIMPULAN  
Asas kelpastian hulkulm adalah prinsip fulndamelntal dalam hulkulm yang melngacul pada kelbultulhan akan 

keltelrtiban dan keljellasan dalam sistelm hulkulm. Prinsip ini melngharulskan bahwa hulkulm haruls ditullis delngan 

bahasa yang jellas, telgas, dan dapat dipahami, selhingga selmula individul, lelmbaga, dan pihak yang telrlibat dalam 

sistelm hulkulm dapat melngeltahuli hak dan kelwajiban melrelka delngan pasti. Kelpastian hulkulm melmbelrikan 

jaminan bahwa hulkulm akan ditelrapkan selcara konsisteln dan adil. Dapat diamati bahwa hulkulm melncakulp selmula 

pelratulran pelrilakul, baik yang telrtullis maulpuln tidak, yang melngatulr dan melnjaga keltelratulran dalam masyarakat. 

Pelratulran ini haruls dihormati olelh seltiap anggota masyarakat belrdasarkan kelyakinan dan kelkulasaan hulkulm. Di 

Indonelsia, pelrbankan syariah melmiliki dula dasar hulkulm, yaitul hulkulm Islam dan hulkulm positif. Lelgalitas dan 

kelrangka normatif pelrbankan syariah di Indonelsia didulkulng olelh relgullasi pelmelrintah. Aspelk-aspelk yang 

belrkaitan delngan kelpatulhan syariah dalam pelrbankan di Indonelsia diatulr dalam fatwa DSN-MUlI yang 

kelmuldian disahkan selbagai ulndang-ulndang, pelratulran pelmelrintah, ataul Pelratulran Relgullator Lelmbaga 

Kelulangan di Indonelsia, selpelrti Pelratulran Bank Indonelsia dan Pelratulran Otoritas Jasa Kelulangan (POJK). 

Ulndang-Ulndang Pelrbankan Syariah tidak hanya melnjadi dasar hulkulm yang kokoh ulntulk indulstri pelrbankan 

selcara nasional, teltapi julga selbagai wadah ulntulk pelrkelmbangan indulstri yang lelbih kulat dan kondulsif selrta 

selbagai landasan bagi infrastrulktulr Delwan Syariah Nasional Majellis Ullama Indonelsia (DSN-MUlI) dan 

Pelradilan Agama. Pelrkelmbangan pelrbankan syariah tellah melngalami pelrkelmbangan lular biasa delngan 

dibelrlakulkannya Ulndang-Ulndang No. 21 Tahuln 2008 telntang Pelrbankan Syariah. Karaktelristik pelrbankan 
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syariah yang ulnik didasarkan pada prinsip-prinsip hulkulm Islam yang belrbelda dari sistelm hulkulm lainnya. Dari 

ulraian di atas, dapat dilihat bahwa hulkulm pelrbankan syariah di Indonelsia tellah belrkelmbang pelsat.  

Hirarki hulkulm pelrbankan syariah telrdiri dari belrbagai belntulk, telrmasulk ulndang-ulndang, pelratulran Bank 

Indonelsia, pelratulran Otoritas Jasa Kelulangan, dan fatwa DSN. Relgullasi-relgullasi ini melmpelrkulat elksistelnsi 

pelrbankan syariah dalam melnjalankan opelrasinya. Sellain itul, kelbelradaan hulkulm pelrbankan syariah melnelgaskan 

pelntingnya hulkulm Islam dalam sistelm hulkulm nasional. Harapannya adalah bahwa di masa delpan, pelrbankan 

syariah akan telruls belrkelmbang delngan pelsat selhingga hulkulm akan melngikulti pelrkelmbangan ini. Namuln, pelrlul 

dipelrhatikan bahwa saat ini telrdapat banyak pelratulran hulkulm pelrbankan syariah yang belrjulmlah belsar, dan ini 

dapat melngakibatkan tulmpang tindih antara satul pelratulran delngan yang lainnya. Sellain itul, pelratulran yang 

belrlimpah dapat melmbatasi flelksibilitas pelrbankan syariah dalam melnjalankan opelrasinya karelna haruls 

melmatulhi banyak relgullasi. Olelh karelna itul, pelrlul dibelntulk sulatul Ulndang-Ulndang Indulk Elkonomi Syariah yang 

akan melnjadi payulng hulkulm bagi pelrbankan syariah dalam melnjalankan opelrasinya. Hal ini diharapkan akan 

melmpelrmuldah dalam pelngelmbangan program-program telrpadul ulntulk pelrkelmbangan pelrbankan syariah. 
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